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BAB 1 

 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

                    Indonesia sebagai negara berkembang ingin melakukan usaha-usaha untuk keluar 

dari kategori negara berkembang menjadi negara maju, salah satu syarat menjadi 

negara maju ditentukan oleh tingkat ekonomi negara tersebut. Banyak sektor 

dalam ekonomi itu yang harus ditingkatkan mulai dari keterbukaan lapangan 

pekerjaan, pendapatan perkapita penduduk  hingga kemudahan berinvestasi pada 

negara tersebut. Kemudahan berinvestasi menjadi sesuatu cara pendongkrak 

ekonomi negara, di Indonesia yang hangat  dan paling ditekankan dalam 7 tahun, 

masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ialah mebuka selebar-lebarnya kran 

investasi baik dalam maupun luar negeri, oleh karena itu sehingga pemerintah 

menciptakan suatu undang- undang yang disebut Omnibus Law (undang-undang 

cipta kerja) untuk memperlancar proses investasi di Indonesia, karena  banyak 

memiliki benturan administrasi. Berbicara mengenai mengenai investasi dan 

kerterbukaan informasi investasi di Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI)/Stock 

Market adalah salah satu infrastruktur ekonomi dalam bidang  investasi yang besar 

dengan hasil transaksi yang tinggi pertahunya yang juga berdampak langsung bagi 

perekonomian domestik. Bursa Efek Indonesia berkembang pesat dalam 2 dekade 

terakhir dimana banyak entitas yang mencari penambahan modal dengan 

penjualan saham secara terbuka di BEI dan juga masyarakat Indonesia secara 

khusus dan internasional secara umum dapat  dengan mudah berinvestasi pada 

perusahaan terbuka di BEI sehingga dapat  meningkatkan ekonomi domestik, pada 

suatu sisi BEI dengan segala kemudahan yang diberikan kepada investor, BEI juga 

turut membuat regulasi yang mengikat entitas terbuka tersebut agar dapat 
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menjalankan kewajiban secara komprehensif dan terbuka kepada para investor 

(pemegang saham) dengan secara rutin dan tepat waktu untuk melaporkan 

informasi perusahaan berupa laporan keuangan perusahaan  yang menjadi bahan 

evaluasi serta informasi bisnis kepada para pihak yang berkepentingan. 

Pembuatan laporan keuangan pada perusahaan terbuka membutuhkan konfirmasi 

ulang (audit) dari pihak ketiga yaitu auditor independen yang tergabung dalam 

Kantor Akuntan Publik (KAP), sehingga laporan yang dihasilkan diyakini 

memiliki kredibilitas yang kuat  tanpa adanya campur tangan pihak perusahaan 

(objektif) dan dalam proses audit memiliki batas waktu yang ditentuhan oleh 

otoritas berkaitan sehingga nilai guna laporan keuangan teraudit dapat digunakan, 

oleh kerena itu auditor independen dituntut agar lebih  profesional dalam 

menjalankan tugasnya dalam menjalankan prosedur audit yang benar dan penuh 

kehati-hatian sehingga mengahasilkan opini yang objektif kerena perusahaan juga 

berusaha melakukan aksi berupa penghindaran pajak yang tinggi  dan aksi 

korporasi lainya yang dapat menyulitkan auditor dalam melakukan proses audit, 

sehingga perusahaan sering kali melewati batas waktu yang ditentukan oleh pihak 

berwenang. Oleh karena itu  KAP diharapkan untuk tepat waktu  dalam melakukan 

audit sehingga  perusahaan dalam melaporkan laporan keuangan berdasarkan 

ketentuan BEI dan Otoritas Jasa Keunagan (OJK), sehingga tidak menimbulkan 

gejolak pada pasar saham. 

Ketepatan waktu merupakan suatu criteria kompetensi yang harus dimiliki 

auditor independen. “Ketepatan waktu penyampaian laporan auditnya, 

kemampuan mempublikasikan laporan teraudit suatu perusahaan kepada 

pemangku kepentingan, sesuai dengan waktu waktu yang diberikan” 

(OJK,2020). Berdasarkan kesimpulan monitoring komite audit terhadap operasi 
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jasa audit terhadap informasi finansial masa lalu emiten dan perusahaan publik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan OJK Nomor 

13/POJK.03/2017 Publikasi laporan audit emiten dari 30 maret diperpanjang 

sampai dengan 31 Mei (Ojk, 2020). ” Hasil audit harus  tersedia dalam waktu 

singkat sejak akhir periode yang dilaporkan jika tidak, ia kehilangan sebagian dari 

nilai ekonominya. Oleh karena itu, ketepatan waktu                   laporan diakui oleh profesi 

akuntansi, “(Al-Ajmi, 2008), demikian juga diutarakan oleh (D'Costa, 2019) 

“laporan audit berisi Pendapat auditor tentang kredibilitas pelaporan keuangan, 

investor lebih suka laporan audit dirilis dalam waktu singkat setelah akhir tahun 

fiskal. Laporan audit yang terbit tepat waktu membantu para pemangku 

kepentingan dalam melakukan keputusan bisnis  perusahaan, tetapi akan menjadi 

persoalan yang dapat membuat nilai informasi laporan tersebut menurun jika 

laporan audit terlambat untuk dipublikasikan 

Kepastian time release itu sangat berkaitan terhadap kegunaan finansial 

report yang bersifat timeliness. Proses audit berdasarkan ketentuan audit dan 

pedoman kehati-hatian secara langsung membutuhkan interval waktu yang lebih 

lama, juga berdampak pada output audit. Pada beberapa literasi penelitian 

terdahulu dapat dilihat bahwa keterlambatan release laporan keuangan teraudit 

memiliki dampak yang kurang baik terhadap keefektifan stock market (Alkhatib , 

2012) prosedur auditing berdasarkan tahapan yang sesuai dengan ketentuan audit 

dan prinsip kehati-hatian akan memperpanjang waktu audit. Berpegang dengan 

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI,2016)                                             berkaitan ketentuan dasar prosedur audit lapangan mengatur tentang 

ketentuan dalam menyelesaikan tugas lapangan didukung dengan pengaturan dari 

pada kegiatan antara lain, pengetahuan dasar dari alur internal kontrol serta 
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inventarisasi   barang bukti utama, bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui 

proses inspeksi, penggajuan pertanyaan dan konfirmasi adalah cara untuk secara 

objektif dan berdasarkan bukti untuk mengeluarkan pendapat auditor. Jarak antara 

financial report release dan audit report release secara tidak langsung 

menunjukkan terjadinya lag dalam proses audit laporan keuangan. Pada dasarnya 

nilai guna laporan keuangan, yaitu terbit pada waktunya yang telah ditentukan 

tidak lewat dari                              tanggal yang ditetapkan serta menjaga informasi agar berguna 

bagi pemangku kepentingan untuk melakukan tindakan dalam bisnis. Apabila 

prosedur terjadi sebaliknya justru akan menyebabkan reaksi negatif  dari  pasar 

serta nilai guna laporan                                                   keuangan berkurang.
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Tax/pajak adalah kontribusi finansial utama bagi penghasilan suatu negara 

yang bersumber dari rakyat yang merupakan objek pajak, yang harus secara baik 

dan jelas untuk melaporkan hasil ekonominya   kepada  pemerintah. Pajak merupakan 

keharusan yang didasari dengan undang-undang sehingga mengikat objek pajak.     

“ Tax/pajak serta kewajiban lain yang mendesak bagi kepentingan nasioanal akan 

disahkan dalam bentuk produk hukum yang mengikat” ( (DJP, 2021).“ Wajib                                                pajak 

atau objek pajak banyak melakukan berbagai cara agar dapat terhindar dari 

pembayaran pajak yang dianggap merugikan perusahaan atau pajak menjadi beban 

bagi perusahaan atau wajip pajak. Tax/pajak dilihat oleh perusahaan sebagai suatu 

bentuk pengurangan terhadap pendapatan yang harus diminimalisirkan agar tidak 

mengurangi pendapatan” (Hardika,2011). “[M]elanggar ketentuan perpajakan 

dikatakan tax planning  sedangkan  yang dikategorikan sebagai tidak melangar pajak 

disebut tax avoidance, merupakan salah satu cara meminimalkan beban pajak 

dengan ketentuan perpajakan ” (Sari, 2013). 

Tax avoidence dapat dilihat sebagai kegiatan berisiko dengan dilakukan 

oleh emiten dengan cara manajemen laba agar beban pajak yang dibayarkan       

menjadi minimum kepada kas negara. Penghindaran pajak dikemukakan oleh 

(Hanlon, 2010) adalah pengurangan tarif pajak secara eksplisit dengan mengunakan 

perangkat resmi yang berlaku dalam perpajakan yaitu, pengaturan pajak, 

perencanaan pajak, pajak agresif, tax evasion, dan tax sheltering. “Pada satu sisi, 

tax avoidence perusahaan dapat diikuti oleh biaya yang terlihat seperti biaya 

hukum, atau juga dengan biaya yang tidak terlihat seperti risiko besar dan reputasi 

perusahaan” (Khlif, 2014). 

  



6 
 

Kantor akuntan publik (KAP) menjadi lembaga resmi secara hukum diberi 

kewenangan melalui ”Undang-undang Republik Indonesia nomor  5 tahun 2011 

tentang                             Akuntan Publik” (OJK, 2020) untuk menilai kembali hasil audit yang telah 

dikeluarkan oleh suatu badan usaha. Standar Internasional auditing (ISA) No.315, 

"Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan material melalui  pemahaman 

entitas dan lingkungannya", mengarahkan auditor eksternal untuk                             mengidentifikasi 

dan menilai risiko kesalahan material dengan memahami entitas yang diaudit dan 

lingkungannya, termasuk pengendalian  internal. Laporan auditor dan efisiensi 

audit dipengaruhi oleh risiko kesalahan material, sebagaimana dinilai oleh auditor 

eksternal. Permasalahan yang melekat pada suatu KAP, Baik KAP big-4 dan non 

Big-4 terjadi perbedaan output yang mengakibatkan big-4 lebih baik                                                    dalam kualitas 

audit dibanding non big4. Literatur audit umumnya menegaskan bahwa kualitas 

audit auditor Big 4 lebih baik auditor non-Big 4. 

Lag laporan audit didefinisikan sebagai jumlah hari dari tanggal penerbitan 

laporan keuangan oleh perusahaan sampai dengan tanggal penerbitan laporan audit 

oleh auditor. ”Audit lag memperbesar jarak mengakibatkan ketidakpastian 

informasi yang menjadikan informasi keuangan menjadi tidak efektif” 

(Permatasari, 2012). Penundaan laporan audit berdampak kepada nilai laporan 

keuangan yang bersifat timeliness, sehingga ketepatan waktu terbit laporan 

keuangan  menjadi sangat penting, tetapi selain itu juga peran auditor 

independen agar, dapat meminimalisir  tingkat agresivitas pajak tidak kalah penting 

sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam proses audit, sehingga tidak menyebabkan 

dampak berkelanjutan                                                                      yaitu, salah saji material maupun beban pada ranah hukum 

di waktu mendatang. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin melakukan tinjauan empiris 
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tentang: “ Penghindaran pajak, audit lag, dan tipe auditor di I ndonesia” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Penulis dapat menuliskan 

perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap Audit Report 

Lag? 

2. Apakah Big 4 memperkuat pengaruh  penghindaran pajak dan Audit Report 

Lag . Non big 4 sebaliknya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji secara emperis: 

1. Menguji Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap Audit Report Lag. 

2. Menguji Big 4 memperkuat pengaruh penghindaran pajak dan Audit Report 

Lag. Non big 4 sebaliknya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah agar auditor agar dapat mengurangi resiko 

audit yang timbul karena auditor dapat   mempertimbangkan dampak dari 

penghindaran pajak dan lebih memperhatikan perusahaan dengan tingakat 

penghindaran pajak yang lebih                           tinggi. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel 

independen adalah  Effective Tax Rate, variabel dependen adalah Audit 
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Report Lag, variabel Moderasi adalah Jenis Auditor dan juga 

mengunakan variabel kontrol yaitu  Ukuran Perusahaan,                 leverage, dan 

Direksi Independen. 

2. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di BEI selama 

10 tahun terakhir terkecuali perusahaan perbankan dan lembaga 

keuangan. 

3.  Data yang digunakan berupa laporan keuangan yang telah diaudit dan   

resmi oleh  kantor audit resmi di Indonesia. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

a. Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap Audit report lag. 

Penghindaran pajak diukur mengunakan ETR. Semakin rendah nilai ETR 

menyebabkan meningkatnya waktu audit yang dibutuhkan lebih lama oleh 

auditor untuk melakukan pengindaran pajak yang berakibat pada 

bertambahnya waktu audit (ARL). 

b. Penghindaran pajak yang diaudit oleh KAP Big-4, akan memperpanjang 

ARL dibandingkan oleh KAP non Big-4. Penghindaran pajak yang 

dimoderasi oleh auditor Big 4 terbukti secara empiris memperpanjang 

waktu audit (ARL). 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka saran yang dapat  diberikan 

adalah sebagai berikut: 

a. Bagi Perusahaan agar dapat menaati peraturan perpajakan di Indonesia. 

Agar supaya tidak melakukan penghindaran pajak dengan tingkat yang 

relatif tinggi, yang juga dapat berdampak pada lamanya waktu audit 

sehingga perusahaan tersebut mendapatkan sangsi dari pemerintah yang 

juga berakibat buruk terhadap kepercayaan pemangku kepentingan 

kepada perusahaan. 
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b. Bagi Pemerintah agar dapat mepertimbangkan kembali peraturan 

perpajakan di Indonesia terhadap perusahaan dengan melakukan insenti-

insentif perpajakan. Jika pemerintah tidak secara baik mempertimbangkan 

pajak di Indonesia yang relatif tinggi maka perusahaan akan cenderung 

melakukan penghindaran pajak secara masif yang akan berdampak buruk 

bagi pendapatan negara dan lebih lagi jika perusahaan melakukan 

pengeseran pendapatan ke negara bebas pajak tentu sangat merugikan 

negara.  

c. Bagi Auditor agar lebih melakukan prosedur audit yang baik, benar, 

objektif dan disiplin agar kualitas dari auditor tetap terjaga dengan 

mempertimbangkan dampak yang akan datang baik nama baik KAP 

maupun dampak hukum. 

d. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memasukan beberapa variabel 

lainnya seperti intervensi politik, pengelapan pajak dan agresivitas pajak 

agar dapat melihat konteks penghindaran pajak secara lebih objektif. 
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